
 

 

 
 

 

 
BUPATI PULANG PISAU  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU 

NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018–2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PULANG PISAU, 
 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020 – 2024, maka Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang 

perlu untuk diselaraskan; 

  b. bahwa  berdasarkan   hasil   evaluasi  pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-

2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

sasaran, target pencapaian sasaran, serta 

nomenklatur program sampai dengan akhir periode 

perencanaan; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

SALINAN 



 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang 

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2018-2023, dengan peraturan 

daerah; 

  d.  bahwa   berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten                

Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 

2018-2023. 

 
  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

 



 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

10. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

 

 

 

  



 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

14. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 



 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5103); 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun  2016 

tentang  Perangkat Daerah (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 114, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5887); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

 

 

 

 



 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6633); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 

24. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang 

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 341); 

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 



 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 459); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 

2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1538); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

 

 



 

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1891); 

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

 

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-

2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); 

39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 

Nomor 1); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 

12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 12); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01). 

 

 

 



 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang 

Pisau Tahun 2019 Nomor 02). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PULANG PISAU 

dan 

BUPATI PULANG PISAU 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU 

NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 – 2023. 

 

                                       Pasal I 

 

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Pulang 

Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai 

berikut: 

Ketentuan dalam lampiran Pasal 3 ayat (2) diubah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini  

 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau. 

 

                                              Ditetapkan di Pulang Pisau  

                                         pada tanggal 1 Juli 2021 

Plt. BUPATI PULANG PISAU 

 

ttd 

 

PUDJIRUSTATY NARANG 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021              

NOMOR 01 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 01, 30/2021 

Diundangkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 2 Juli 2021 

 

        SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN PULANG PISAU, 

 
                    ttd 

 

 

         TONY HARISINTA 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Setda Kabupaten Pulang Pisau, 

 

 

UHING 

NIP.  19651001 199303 1 006 

 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada 

pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;  (ii) Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Sebagaimana  amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 

Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang 

RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah 

terpilih dilantik”. 

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 disusun 

selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Pulang Pisau,  

juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, 

mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 

dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan 

Tengah serta RPJMN. 



 

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

RPJMD yaitu pendekatan proses dan substantif. Pendekatan proses 

meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-

down); dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif 

adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial. 

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan 

Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 

berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 

Daerah. Pendekatan partisipatif  adalah dengan melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan 

menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke 

dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang 

dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-

atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, 

Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. 

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan 

Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor 

potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan 

dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses 

terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan 

pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan                

yaitu : persiapan  penyusunan; penyusunan rancangan awal; 

penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan 

rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan 

melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU 

TAHUN 2021 NOMOR 001  

 


